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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kontribusi sektor industri dan pajak daerah terhadap 
kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2020–2024. Metode 
penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel terhadap 190 
observasi yang mencakup 38 kabupaten/kota selama lima tahun menggunakan teknik sampling jenuh. 
Pemilihan model dilakukan melalui uji Chow dan Hausman yang menetapkan Two-Way Fixed Effects Model 
sebagai model terbaik, sedangkan estimasi dilakukan menggunakan robust standard error metode White 
period (cross-section cluster) untuk mengatasi pelanggaran asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kontribusi sektor industri tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, 
sedangkan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. 
Secara simultan, kontribusi sektor industri dan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian 
keuangan daerah dengan kemampuan model menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 89,40%. 
Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas sektor industri belum mampu 
meningkatkan kemandirian keuangan daerah apabila manfaat fiskalnya tidak menjadi kewenangan 
pemerintah daerah, sedangkan optimalisasi penerimaan pajak daerah berperan penting dalam 
memperkuat kapasitas fiskal dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah. 
 
Kata Kunci: Kemandirian Keuangan Daerah, Kontribusi Sektor Industri, Pajak Daerah, Regresi Data Panel 

 
PENDAHULUAN 

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia menunjukkan 
perkembangan yang positif dengan sektor industri sebagai penyumbang terbesar dalam 
struktur Produk Domestik Bruto (PDB) (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 
2025). Hal ini juga diikuti oleh peningkatan realisasi pajak daerah (Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan 2025). Namun, kondisi tersebut belum diiringi dengan 
meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Menurut Sanur (2025), dalam Laporan 
Komisi II DPR RI, hanya 26 daerah atau sekitar 4,76% yang memiliki kapasitas fiskal 
kuat, sedangkan 493 daerah atau sekitar 92,9% masih berada pada kategori kapasitas 
fiskal lemah. Kondisi ini tercermin dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dibandingkan dana transfer pemerintah pusat berdasarkan data Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), sehingga sebagian besar daerah masih 
bergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan. 

Mobilisasi pendapatan daerah melalui sumber-sumber internal menjadi salah 
satu indikator penting kapasitas fiskal pemerintah daerah karena menentukan 
kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara 
berkelanjutan (Mahama et al., 2024).  desSecara ideal, pemerintah daerah perlu 
mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat 
kemandirian keuangan daerah. Sektor industri dan pajak daerah merupakan sumber 
strategis karena berkontribusi terhadap pembentukan PAD sebagai indikator utama 
kemandirian fiskal (Musviyanti et al., 2022). Namun, kondisi empiris menunjukkan 
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adanya ketidaksesuaian antara potensi ekonomi dan kapasitas fiskal daerah. 
Terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam memperluas basis pendapatan dan 
mengoptimalkan peran sektor industri dalam pembangunan ekonomi daerah 
sebagaimana dikemukakan oleh Wiryawan & Otchia (2022) menjadi salah satu faktor 
yang menyebabkan potensi ekonomi belum sepenuhnya berkontribusi terhadap 
penguatan kapasitas fiskal daerah.  

Secara nasional, nilai tambah sektor industri meningkat dari Rp3.068 triliun 
pada tahun 2020 menjadi Rp4.203 triliun pada tahun 2024 (Data Badan Pusat Statistik, 
2025). sementara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) melaporkan 
realisasi pajak daerah meningkat sekitar 52%. Fenomena serupa terjadi di Provinsi 
Jawa Timur sebagai salah satu kontributor utama perekonomian nasional (Ayuningtyas 
et al., 2023). Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2025), menunjukkan bahwa 
nilai tambah sektor industri meningkat dari Rp705,26 triliun menjadi Rp977,56 triliun 
pada periode 2020–2024. Selain itu, penerimaan pajak daerah juga meningkat sekitar 
39,90% menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Meskipun demikian, rata-
rata tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 
masih sebesar 28,23% (Pramesti & Titik 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 
peningkatan aktivitas industri dan penerimaan pajak daerah belum sepenuhnya diikuti 
oleh peningkatan kemandirian keuangan daerah, sehingga Provinsi Jawa Timur menjadi 
konteks yang relevan untuk penelitian ini. 

Secara teoritis, hubungan antara kontribusi sektor industri, pajak daerah, dan 
kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan melalui Teori Keuangan Daerah dan 
Teori Desentralisasi Fiskal. Teori Keuangan Daerah menjelaskan bahwa kemampuan 
pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan pendapatan menentukan 
kapasitas fiskalnya (Halim & Iqbal, 2020). Sementara itu, Teori Desentralisasi Fiskal 
menekankan bahwa pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah 
memungkinkan optimalisasi potensi ekonomi sesuai karakteristik wilayah masing-
masing (Oates, 2006). Dalam kerangka tersebut, sektor industri dapat memperluas 
basis penerimaan pemerintah melalui peningkatan aktivitas ekonomi yang berdampak 
pada meningkatnya kapasitas perpajakan dan penerimaan pajak (Saptono, 2021). Di sisi 
lain, pajak daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 
mencerminkan kemampuan pemerintah daerah menghimpun pendapatan dari sumber 
internal untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara 
mandiri (Khasanah & Susilowati, 2025). Dengan demikian, kedua teori tersebut 
memberikan landasan bahwa optimalisasi sektor industri dan penerimaan pajak daerah 
secara teoritis diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal dan kemandirian 
keuangan daerah.  

Penelitian mengenai hubungan antara sektor industri, pajak daerah, dan 
kemandirian keuangan daerah masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. 
Hermawan et al. (2022), menemukan bahwa sektor industri berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan Andresti & Jaurino 
(2023), menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Pada variabel pajak daerah, 
Dewantoro (2022) dan Sulistyawati et al. (2024) menemukan pengaruh positif dan 
signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan Deswita (2024) 
memperoleh hasil yang berbeda. Inkonsistensi tersebut menunjukkan bahwa hubungan 
antara sektor industri, pajak daerah, dan kemandirian keuangan daerah masih 
memerlukan pengujian lebih lanjut.  
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Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih menempatkan sektor 
industri sebagai determinan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga bukti empiris 
mengenai pengaruh langsung kontribusi sektor industri terhadap kemandirian 
keuangan daerah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi research gap 
dengan menguji secara simultan pengaruh kontribusi sektor industri dan pajak daerah 
terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 
periode 2020–2024. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dengan 
memperkuat penerapan Teori Keuangan Daerah dan Teori Desentralisasi Fiskal melalui 
pengujian langsung pengaruh kontribusi sektor industri dan pajak daerah terhadap 
kemandirian keuangan daerah, sehingga memperluas pemahaman mengenai 
determinan kapasitas fiskal daerah. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya bukti 
empiris mengenai determinan kemandirian keuangan daerah serta menjadi rujukan 
bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penguatan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dan peningkatan kemandirian keuangan daerah, khususnya pada wilayah 
yang memiliki basis industri yang kuat (Marselina & Herianti, 2022). Hal ini juga 
mendukung perumusan kebijakan fiskal yang sesuai dengan perkembangan ekonomi 
dan struktur industri daerah (Syafistianto, 2025). 
 
METODE PENELITIAN   

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis 
regresi data  panel  untuk  memahami  pengaruh  dari  kontribusi sektor industri dan 
pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Populasi yang menjadi fokus 
pada kajian ini mencakup seluruh bagian data ekonomi dari Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan sektor industri dan keuangan daerah pada 
tahun 2020 hingga tahun 2024. Sampel pada penelitian ini ditetapkan dengan 
menerapkan pendekatan sampling jenuh. Teknik ini dipilih karena penelitian ini 
menggunakan seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 
2020-2024. Menurut Sugiyono (2019) teknik sampling jenuh diterapkan ketika ukuran 
populasi relatif kecil atau seluruh komponen populasi dianggap mampu memberikan 
informasi yang diperlukan. Dengan demikian, jumlah observasi dalam penelitian ini 
adalah sebanyak 190 observasi. 

Tabel 1. 
Definisi Operasional Variabel 

Nama 
Variabel 

Jenis 
Variabel 

Definisi Operasional Indikator Operasional Satuan 

Kontribusi 
Sektor 
Industri 

Variabel 
Independen 
(X) 

Kontribusi sektor 
industri mencerminkan 
persentase nilai tambah 
sektor industri 
terhadap total PDRB 
(Pane et al., 2024) 

Persentase nilai tambah sektor 
industri terhadap total Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) 
yang dihitung dengan rumus :  
 
                            

          
      

Persentase 
(%) 

Pajak Daerah Variabel 
Independen 
(X) 

Pajak daerah 
merupakan 
kewenangan 
pemerintah daerah 
yang menjadi sumber 
penting pembiayaan 
penyelenggaraan 

Logaritma natural (Ln) atas 
realisasi penerimaan pajak daerah 
kabupaten/kota. 

Ln (Rp) 
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pemerintahan daerah.  
(Hutagulung, 2020) 

Kemandirian 
Keuangan 
Daerah 

Variabel 
Dependen 
(Y) 

Kemandirian keuangan 
daerah mencerminkan 
kemampuan 
pemerintah daerah 
membiayai kebutuhan 
daerah secara mandiri 
melalui Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) 
tanpa bergantung pada 
pemerintah pusat. 
(Shoba & Fidiana, 
2022). 

Rasio Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) terhadap Pendapatan 
Transfer yang dihitung dengan 
rumus: 
 

                      

                   
      

 

Presentase 
(%) 

 
Variabel pajak daerah ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (Ln) 

untuk mengurangi perbedaan skala data, menstabilkan varians, serta mengurangi 
skewness, sehingga estimasi model regresi menjadi lebih stabil dan mudah 
diinterpretasikan (Gujarati & Porter, 2013). Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan metode dokumentasi dengan memanfaatkan data sekunder yang 
diperoleh dari instansi resmi sesuai dengan karakteristik masing-masing variabel 
penelitian sebagaimana disajikan pada Tabel 2.  

 Tabel 2. 
Sumber Data Penelitian 

Variabel Data yang Digunakan Sumber Data 
Kontribusi 
Sektor Industri 

Nilai tambah sektor industri dan 
total PDRB kabupaten/kota di 
Provinsi Jawa Timur 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Timur 

Pajak Daerah Realisasi penerimaan pajak daerah 
kabupaten/kota di Provinsi Jawa 
Timur 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
Kabupaten/Kota, Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia (BPK RI) 

Kemandirian 
Keuangan 
Daerah 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dan Pendapatan Transfer 
kabupaten/kota di Provinsi Jawa 
Timur 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
Kabupaten/Kota, Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia (BPK RI). 

 
Proses pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak 

EViews 13. Analisis data diawali dengan statistik deskriptif, kemudian dilanjutkan 
dengan pemilihan model regresi data panel menggunakan uji Chow, Hausman, dan 
Lagrange Multiplier untuk menentukan model yang paling sesuai, yaitu Common Effect 
Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), atau Random Effect Model (REM)  (Basuki, 
2023). Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, 
multikolinearitas, heteroskedastisitas, cross-sectional dependence, dan autokorelasi. 
Apabila dalam proses pengujian ditemukan observasi yang teridentifikasi sebagai 
outlier, penelitian ini menerapkan metode Impulse Indicator Saturation (IIS). Metode 
IIS bekerja dengan menambahkan indikator impuls pada setiap observasi untuk 
mengidentifikasi observasi yang menyimpang secara sistematis (Hao, 2026).  

Observasi yang teridentifikasi sebagai outlier kemudian dievaluasi, dan apabila 
terbukti memberikan pengaruh yang berlebihan terhadap hasil estimasi, observasi 
tersebut ditangani melalui proses trimming sebelum dilakukan estimasi akhir model 
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regresi. Langkah ini dilakukan agar estimasi parameter lebih robust dan tidak 
dipengaruhi oleh observasi ekstrem. Untuk mengatasi potensi pelanggaran asumsi 
klasik, penelitian ini juga menerapkan pendekatan robust standard error sehingga 
estimasi standard error yang dihasilkan tetap konsisten dan pengujian statistik tetap 
valid meskipun terdapat pelanggaran terhadap beberapa asumsi model (Mansournia et 
al., 2021). Tahap akhir analisis dilakukan melalui pengujian hipotesis menggunakan uji 
F, uji t, dan koefisien determinasi (R²) untuk mengevaluasi pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen (Ghozali & Ratmono, 2017).  

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   

Tabel 3. 
Analisis Statistik Deskriptif 

 KKD KSI Ln(PD) 

Mean 0.282940 0.212966 25.60339 
Median 0.216485 0.165675 25.44939 
Maximum 1.573820 0.821330 29.19633 
Minimum 0.086150 0.024470 24.03678 
Std. Dev. 0.239191 0.171000 1.065478 
Skewness 3.906221 1.729178 1.067179 
Kurtosis 20.02260 5.740051 4.163491 
    
Observations 190 190 190 

 
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 3, penelitian ini 

menggunakan 190 observasi yang mencakup kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 
selama periode 2020–2024. Variabel Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) memiliki 
nilai rata-rata sebesar 0,282940, dengan nilai minimum 0,086150 dan maksimum 
1,573820, yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah secara 
umum masih rendah dan mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap 
pemerintah pusat (Darmadi, 2021). Nilai tertinggi terdapat pada Kota Surabaya tahun 
2020 yang didukung oleh tingginya aktivitas ekonomi dan kontribusi sektor 
perdagangan, jasa, serta pariwisata terhadap PAD (Putri & Putri, 2024). Sebaliknya, nilai 
terendah terdapat pada Kabupaten Sampang tahun 2021 akibat rendahnya PAD dan 
dampak pandemi COVID-19.  

Variabel Kontribusi Sektor Industri (KSI) memiliki rata-rata sebesar 0,212966 
dengan nilai tertinggi pada Kota Kediri tahun 2020 yang didominasi sektor industri 
pengolahan, terutama PT Gudang Garam (Anggela et al., 2025). Sementara itu, nilai 
terendah pada Kabupaten Bangkalan tahun 2021 yang menunjukkan rendahnya peran 
sektor industri dalam pembentukan PDRB (Nurin & Putri, 2024). Variabel Pajak Daerah 
(PD) memiliki rata-rata sebesar 25,60339 dengan nilai tertinggi pada Kota Surabaya 
tahun 2024 dan terendah pada Kabupaten Sampang tahun 2020, yang mengindikasikan 
adanya perbedaan kapasitas fiskal antar daerah, di mana wilayah dengan aktivitas 
ekonomi dan basis pajak yang lebih kuat cenderung memiliki penerimaan pajak daerah 
yang lebih tinggi (Amurwatpraja & Trisnaningsih, 2025).  
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Tabel 4. 
Uji Pemilihan Model Regresi 

Pengujian Probabilitas Keputusan 

Uji Chow 0,0000 FEM 

Uji Hausman 0,0000 FEM 

 
Berdasarkan hasil pemilihan model regresi data panel, Uji Chow menghasilkan 

nilai probabilitas Cross-section F sebesar 0,0000 (<0,05) sehingga Fixed Effect Model 
(FEM) lebih tepat dibandingkan Common Effect Model (CEM). Selanjutnya, Uji Hausman 
juga menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 (<0,05), sehingga FEM lebih sesuai 
dibandingkan Random Effect Model (REM). Dengan demikian, model regresi data panel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM). 

Tabel  2. 
Uji Asumsi Klasik 

Pengujian Metode 
Hasil 

Probabilitas 
Keputusan 

Normalitas (sebelum 
outlier) 

Jarque-Bera 0,005360 
Tidak berdistribusi 

normal 

Normalitas (setelah 
outlier) 

Jarque-Bera 0,305744 Berdistribusi normal 

Multikolinearitas 
Matriks 
Korelasi 

0,557699 
Tidak terjadi 

multikolinearitas 

Heteroskedastisitas 
Breusch-
Pagan-

Godfrey 

KSI = 0,0002 
PD = 0,0000 

Terjadi 
heteroskedastisitas 

Cross-Sectional 
Dependence 

Pesaran CD 0,0058 

Terdapat 
ketergantungan antar 

cross-section 

Autokorelasi 
Wooldridge 

Test  
0,0007 

Terdapat autokorelasi  

 
Berdasarkan hasil uji asumsi klasik pada tabel tersebut, uji normalitas sebelum 

penanganan outlier menunjukkan nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,005360 
(<0,05), sehingga residual belum berdistribusi normal. Setelah dilakukan penanganan 
outlier menggunakan metode Impulse Indicator Saturation (IIS) melalui teknik 
trimming, nilai probabilitas Jarque-Bera meningkat menjadi 0,305744 (>0,05), yang 
menunjukkan bahwa residual telah berdistribusi normal. Selanjutnya, uji 
multikolinearitas menunjukkan nilai korelasi antarvariabel sebesar 0,557699 (<0,80), 
sehingga tidak terdapat multikolinearitas. Namun, uji heteroskedastisitas, cross-
sectional dependence (Pesaran CD = 0,0058), dan autokorelasi (Wooldridge Test = 
0,0007) masing-masing menunjukkan nilai probabilitas di bawah 0,05, sehingga masih 
terdapat gejala heteroskedastisitas, cross-sectional dependence, dan autokorelasi dalam 
model. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, model penelitian masih menghadapi 
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permasalahan heteroskedastisitas, cross-sectional dependence, dan autokorelasi. 
Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan estimasi menjadi kurang efisien. Oleh karena 
itu, penelitian ini menerapkan pendekatan robust standard error untuk menghasilkan 
estimasi yang lebih andal meskipun terdapat pelanggaran asumsi klasik (Mansournia et 
al., 2021). Dengan demikian, model diestimasi menggunakan Two Way Fixed Effect 
Model yang dikombinasikan dengan robust standard error metode White period (cross-
section cluster).  

Tabel  6. 
Hasil Analisis Robustness 

Dependent Variable: KKD   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -4.326925 1.768425 -2.446768 0.0201 
KSI -0.164993 0.246950 -0.668126 0.5088 

Ln(PD) 0.180764 0.070853 2.551248 0.0157 
     

 Effects Specification   
Cross-section fixed (dummy variables) 

Period fixed (dummy variables) 

R-squared 0.893996     Mean dependent var 0.261153 
Adjusted R-
squared 

0.862027 
    S.D. dependent var 0.206748 

S.E. of regression 0.076796     Akaike info criterion -2.092263 
Sum squared resid 0.743102     Schwarz criterion -1.358130 
Log likelihood 211.6117     Hannan-Quinn criter. -1.794253 
F-statistic 27.96407     Durbin-Watson stat 1.410624 
Prob(F-statistic) 0.000000  

 
Hasil estimasi menggunakan Two Way Fixed Effect Model dengan White period 

(cross-section cluster) robust standard error pada tabel 6 menunjukkan bahwa 
kontribusi sektor industri tidak berpengaruh signifikan, sedangkan pajak daerah 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Penerapan 
robust standard error sekaligus merupakan analisis sensitivitas model yang bertujuan 
menghasilkan estimasi yang lebih andal dengan mempertimbangkan adanya 
heteroskedastisitas, cross-sectional dependence, dan autokorelasi. Oleh karena itu, 
interpretasi hasil penelitian didasarkan pada model robust yang telah mengakomodasi 
pelanggaran asumsi klasik. Mengacu pada hasil estimasi regresi data panel diperoleh 
persamaan di bawah ini :  

                                         
 

Nilai konstanta sebesar -4,326925 menunjukkan nilai dasar Kemandirian 
Keuangan Daerah (KKD) ketika seluruh variabel independen dianggap konstan, 
meskipun secara ekonomi interpretasinya terbatas karena Kontribusi Sektor Industri 
(KSI) dan Pajak Daerah (PD) tidak mungkin bernilai nol. Koefisien KSI sebesar -
0,164993 menunjukkan bahwa kenaikan kontribusi sektor industri sebesar 1% 
cenderung menurunkan KKD sebesar 0,164 poin dengan asumsi variabel lain tetap. 
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Koefisien negatif ini mengindikasikan bahwa peningkatan kontribusi sektor industri 
belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah. Sementara 
itu, koefisien PD sebesar 0,180764 menunjukkan bahwa kenaikan pajak daerah sebesar 
1% akan meningkatkan KKD sebesar 0,18% dengan asumsi variabel lain konstan. Hasil 
ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah berkontribusi 
terhadap penguatan kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah. 

Tabel 3. 
Uji Hipotesis  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C -4.326925 1.768425 -2.446768 0.0201 

KSI -0.164993 0.246950 -0.668126 0.5088 
Ln(PD) 0.180764 0.070853 2.551248 0.0157 

F-Statistic 27,96407   0.0000 
R-Squared 0,893996    

 
Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 6, model penelitian memiliki nilai F-

statistic sebesar 27,96407 dengan probabilitas 0,0000 (<0,05), yang menunjukkan 
bahwa Kontribusi Sektor Industri (KSI) dan Pajak Daerah (PD) secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (KKD). Secara parsial, 
KSI tidak berpengaruh signifikan terhadap KKD (koefisien = -0,164993; p = 0,5088), 
sedangkan Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap KKD (koefisien = 
0,180764; p = 0,0157). Nilai R-squared sebesar 0,893996 menunjukkan bahwa model 
mampu menjelaskan sekitar 89,40% variasi Kemandirian Keuangan Daerah (KKD), 
sedangkan sekitar **10,60% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model 
penelitian. Nilai koefisien determinasi yang relatif tinggi tersebut dapat dipengaruhi 
oleh penggunaan Two-Way Fixed Effects Model yang mampu mengakomodasi efek 
tetap antar kabupaten/kota (cross-section fixed effects) dan antarperiode (time fixed 
effects). Model ini mengendalikan heterogenitas yang tidak teramati pada masing-
masing daerah maupun perubahan kondisi pada setiap periode, sehingga variasi 
Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) dapat dijelaskan secara lebih baik (Wooldridge, 
2025). Dengan demikian, nilai R² yang tinggi dalam penelitian ini tidak semata-mata 
menunjukkan kemampuan variabel kontribusi sektor industri dan pajak daerah dalam 
menjelaskan KKD, tetapi juga mencerminkan kemampuan model dalam menangkap 
karakteristik spesifik daerah dan pengaruh waktu yang memengaruhi variasi 
kemandirian keuangan daerah. 
 
Pengaruh kontribusi sektor industri terhadap kemandirian keuangan daerah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di 
Provinsi Jawa Timur. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan nilai tambah 
sektor industri belum mampu secara langsung memperkuat kapasitas fiskal daerah. 
Dalam perspektif teori keuangan daerah, aktivitas ekonomi merupakan bagian dari 
potensi yang dapat dioptimalkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas 
pembiayaan pembangunan (Halim, 2007). Demikian pula dalam teori desentralisasi 
fiskal dijelaskan bahwa pelimpahan kewenangan kepada daerah diharapkan mampu 
mendorong pengelolaan potensi ekonomi secara lebih efektif (Oates, 1999). S Secara 
teoritis, sektor industri berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
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melalui perluasan basis pajak daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (PBB-P2), pajak penerangan jalan, pajak air tanah, serta berbagai retribusi 
daerah. Selain itu, aktivitas industri juga menciptakan multiplier effect yang mendorong 
perkembangan sektor perdagangan, jasa, transportasi, dan akomodasi sehingga 
berpotensi meningkatkan penerimaan daerah. Namun, potensi tersebut belum mampu 
dikonversi secara optimal menjadi PAD pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. 

Kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar penerimaan yang dihasilkan dari 
aktivitas industri berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) yang merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal 
Pajak di bawah Kementerian Keuangan (Nursafitri & Priyono, 2025). Selain itu, aktivitas 
industri di Provinsi Jawa Timur juga terkonsentrasi pada beberapa wilayah, seperti 
Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo  (Ichsan, 2025). Keadaan tersebut menyebabkan manfaat 
ekonomi yang dihasilkan belum dirasakan secara merata oleh seluruh kabupaten/kota. 
Akibatnya, besarnya aktivitas industri belum mampu mengurangi ketergantungan 
pemerintah daerah terhadap dana transfer karena sebagian besar manfaat fiskal dari 
aktivitas tersebut masih diterima oleh pemerintah pusat. Temuan penelitian ini 
memperkuat hasil penelitian Andresti & Jaurino (2023) serta Athukorala & Patunru 
(2023) yang sama-sama menunjukkan bahwa perkembangan sektor industri belum 
mampu meningkatkan PAD secara signifikan. Kesamaan hasil tersebut mengindikasikan 
bahwa besarnya aktivitas industri tidak selalu diikuti oleh peningkatan penerimaan 
daerah apabila struktur penerimaan yang dihasilkan lebih banyak menjadi kewenangan 
pemerintah pusat. Meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, kedua penelitian 
tersebut tetap relevan karena PAD merupakan salah satu indikator penting dalam 
mengukur kemandirian keuangan daerah.  

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor industri belum 
menjadi determinan langsung kemandirian keuangan daerah. Kontribusi sektor industri 
terhadap kemandirian fiskal baru akan optimal apabila pemerintah daerah mampu 
mengonversi aktivitas ekonomi yang dihasilkan menjadi sumber-sumber Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) yang menjadi kewenangannya. Temuan ini mengimplikasikan bahwa 
pemerintah daerah tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan investasi dan 
pertumbuhan sektor industri, tetapi juga perlu memastikan bahwa aktivitas ekonomi 
tersebut menghasilkan penerimaan yang menjadi kewenangan daerah. Secara praktis, 
pemerintah daerah dapat melakukan pemetaan kawasan industri yang memiliki potensi 
penerimaan pajak dan retribusi daerah, memperbarui basis data objek pajak yang 
berkaitan dengan aktivitas industri, meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan 
wajib pajak daerah, serta mendorong berkembangnya usaha pendukung seperti 
perdagangan, transportasi, pergudangan, dan jasa yang menjadi sumber Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut memungkinkan pertumbuhan sektor industri tidak 
hanya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga memberikan 
manfaat fiskal yang lebih nyata bagi pemerintah daerah sehingga mampu memperkuat 
kemandirian keuangan daerah. 

 
Pengaruh pajak daerah terhadao kemandirian keuangan daerah 

Optimalisasi penerimaan pajak daerah terbukti menjadi salah satu faktor penting 
dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan 
bahwa semakin besar kemampuan daerah menghimpun pajak, semakin besar pula 
kemampuan daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri melalui 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD). Temuan ini sejalan dengan teori keuangan daerah yang 
menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan menghimpun dan 
mengelola sumber pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan 
pelayanan publik (Halim & Iqbal, 2020). Demikian pula, teori desentralisasi fiskal 
menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan pendapatan sesuai potensi daerah akan 
memperkuat kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah 
pusat  (Oates, 2006). Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Dewantoro 
(2022) dan Sulistyawati et al. (2024) yang sama-sama menunjukkan bahwa pajak 
daerah merupakan salah satu determinan utama kemandirian keuangan daerah. 
Kesamaan hasil tersebut didukung oleh karakteristik ketiga provinsi yang memiliki 
basis ekonomi kuat dan kawasan metropolitan, seperti Kawasan Metropolitan Rebana 
(Meliana et al. ,2024). Selanjutnya, menurut Putra & Salim (2022), kawasan 
Gerbangkertosusila di Jawa Timur merupakan wilayah metropolitan terbesar kedua di 
Indonesia. Sementara itu, menurut Viarum & Susilowati (2024), kawasan metropolitan 
Kedungsepur di Jawa Tengah berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional. 
Kepadatan aktivitas ekonomi di kawasan metropolitan tersebut berdampak pada 
meningkatnya objek dan subjek pajak daerah. Kondisi tersebut menyebabkan 
penerimaan pajak daerah menjadi lebih optimal sehingga mampu meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kemandirian keuangan daerah.   

Peningkatan realisasi pajak daerah di Provinsi Jawa Timur selama periode 
penelitian semakin memperkuat temuan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa 
pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang secara langsung meningkatkan PAD 
sehingga kapasitas fiskal daerah menjadi lebih kuat. Namun, hasil penelitian ini berbeda 
dengan temuan Deswita (2024) yang menyatakan bahwa pajak daerah tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Payakumbuh. 
Perbedaan tersebut diduga dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, di mana Kota 
Payakumbuh memiliki basis ekonomi dan potensi pajak yang lebih terbatas, dengan 
struktur ekonomi yang didominasi industri kecil, agroindustri, dan usaha mikro, kecil, 
dan menengah (UMKM) (Lova et al., 2025). Dengan demikian, pengaruh pajak daerah 
terhadap kemandirian keuangan daerah sangat bergantung pada kekuatan basis 
ekonomi masing-masing wilayah. Temuan ini mengindikasikan bahwa optimalisasi 
penerimaan pajak daerah merupakan strategi penting untuk memperkuat kapasitas 
fiskal sekaligus mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer 
dari pemerintah pusat. Implikasi praktis dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
pemerintah daerah perlu menjadikan optimalisasi pengelolaan pajak daerah sebagai 
salah satu prioritas dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Upaya tersebut dapat 
diwujudkan melalui digitalisasi administrasi perpajakan, pembaruan basis data objek 
dan subjek pajak secara berkala, pemanfaatan sistem informasi berbasis digital untuk 
meningkatkan akurasi pemungutan pajak, serta pengawasan terhadap tingkat 
kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi potensi 
pajak yang belum tergali secara optimal sesuai karakteristik ekonomi masing-masing 
wilayah sehingga strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dapat diterapkan secara 
lebih tepat sasaran. Bagi daerah yang memiliki basis ekonomi relatif terbatas, 
peningkatan penerimaan pajak sebaiknya diiringi dengan pengembangan sektor-sektor 
ekonomi potensial agar kapasitas fiskal dapat tumbuh secara berkelanjutan tanpa 
meningkatkan beban masyarakat secara berlebihan. 
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KESIMPULAN   
Bahwa kontribusi sektor industri dan pajak daerah secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa 
Timur periode 2020–2024. Namun, secara parsial kontribusi sektor industri tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, yang menunjukkan 
bahwa peningkatan aktivitas industri belum secara langsung mampu memperkuat 
kapasitas fiskal daerah karena sebagian besar manfaat penerimaan dari aktivitas 
industri masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sebaliknya, pajak daerah 
terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, 
sehingga peningkatan penerimaan pajak daerah mampu memperkuat Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah 
pusat. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kemandirian keuangan daerah tidak 
hanya bergantung pada pertumbuhan aktivitas ekonomi, tetapi juga pada kemampuan 
pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang menjadi 
kewenangannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengelolaan 
pajak daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan serta memastikan 
aktivitas ekonomi, termasuk sektor industri, dapat memberikan kontribusi fiskal yang 
lebih besar bagi daerah. 
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